Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 90/Pdt.P/2025/PN.Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mangadili perkara-
perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai
berikut dalam permohonan dari Pemohon :

DONNY .. Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat lahir.., Umur 50

Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan

Terakhir, SMA. Agama Kristen Protestan. Status Kawin, Alamat..,

Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai .............c.ccciiviiinns PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
April 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi dengan Registrasi Perdata Nomor : 90/Pdt.P/2025/PN.Arm, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa .. Lahir di Tentena, pada tanggal 27 Juni 2005 ;

2. Bahwa Pemohon dengan .. masih mempunyai hubungan keluarga

3. Bahwa .. tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon
prajurit di Sulawesi Utara, Namun untuk mengikuti seleksi penerimaan
tersebut di perlukan adanya menetapan wali sebagai salah satu persyaratan
administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat
tersebut ;

4. Bahwa orang tua ... berdomisili di Tindou RT 001 RW 004 Kecamatan
Pamona Tenggara., Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Utara, telah
memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka
selaku orang tua/wali dalam penerimaan seleksi calon prajurit TNI Angkatan
Darat tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tetap di
Kabupaten Minahasa Utara dan pemohon dipercaya untuk bertindak selaku
wali untuk mewakili orang tua .. tersebut ;

5. Bahwa sejak lulus dari SMA sampai dengan saat ini bertempat tinggal di
rumah pemohon, sudah Empat tahun, maka pemohon bertanggung jawab
kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuan dan
urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan
calon prajurit TNI menjadi tanggung jawab pemohon termaksud juga untuk
kepengurusan penetapan wali di pengadilan Negeri Airmadidi ;

6. Bahwa untuk dapatnya pemohon bertindak sebagai wali dari anak bernama
. tersebut di perlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri
Airmadidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon bermohon kiranya Bapak
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ..
lahir di 27 Juni 2005 kushusnya mengikuti seleksi penerimaan calon
prajurit TNI Angkatan Darat di Sulawesi Utara ;

3. Biaya perkara di tanggung pemohon ;
4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Pemohon

bertetap dengan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon bermaterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.1 ;

2. Foto copy KTP atas nama ., bermaterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.2 ;

3. Foto copy Akte Perkawinan Pemohon, bermaterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga adalah Pemohon
bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang
diberi tanda bukti P.4 ;

5. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama ..,yang telah disesuaikan dengan
aslinya bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,
yang diberi tanda bukti P.5 ;

6. Foto copy Akte Perkawinan atas nama .. dan .. bermaterai yang cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.6 ;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama .. bermaterai yang cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.7 ;

8. Foto copy KTP atas Nama .. bermaterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.8 ;

9. Foto copy KTP atas Nama .. bermaterai yang cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.9 ;

10.Foto copy Surat Keterangan bermaterai yang cukup dan telah

disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P.10 ;

Disclaimer
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11.Foto copy surat keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Pemerintah
bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang
diberi tanda bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga
telah mengajukan tiga orang saksi yang telah disumpah dan memberikan
keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi .., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagi berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat;

- Bahwa, setahu saksi anak bernama .. adalah keluarga pemohon yang saat
ini tinggal bersama sama dengan pemohon;

- Bahwa, Pemohon tinggal di Desa Watutumow Il Kabupaten Minahasa
Utara,;

- Bahwa, setahu saksi awalnya saudara pemohon tersebut tinggal di Poso
bersama sama dengan orang tuanya namun sejak tahun 2022 sampai
dengan saat ini .. Tinggal bersama sama dengan Pemohon ;

- Bahwa, setahu saksi .. tinggal bersama sama dirumah pemohon karena
untuk persiapan masuk TNI;

- Bahwa orang tua .. telah memberikan Mandat kepada Pemohon untuk
kepentingan seleksi penerimaan Penerimaan Calon Bintara TNI Tahun
2025 di Sulawesi Utara, menjadi tanggung jawab pemohon termasuk juga
pengurusan penetapan wali di pengadilan;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ..
tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi .. telah memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat;

- Bahwa, setahu saksi anak bernama .. adalah keluarga pemohon yang
saat ini tinggal bersama sama dengan pemohon;

- Bahwa, Pemohon tinggal di Desa Watutumow Il Kabupaten Minahasa
Utara;

- Bahwa, setahu saksi awalnya saudara pemohon tersebut tinggal di Poso
bersama sama dengan orang tuanya namun sejak tahun 2022 sampai
dengan saat ini .. Tinggal bersama sama dengan Pemohon ;

- Bahwa, setahu saksi ,.. tinggal bersama sama dirumah pemohon karena

untuk persiapan masuk TNI;
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- Bahwa orang tua .. telah memberikan Mandat kepada Pemohon untuk
kepentingan seleksi penerimaan Penerimaan Calon Bintara TNI Tahun
2025 di Sulawesi Utara, menjadi tanggung jawab pemohon termasuk juga
pengurusan penetapan wali di pengadilan;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama
satrio tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan

Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan permohonan wali dari .. yang berkeinginan
untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-Tahun 2025 Di Sulawesi Utara ;

- Bahwa orang tua .. berdomisili di Poso, oleh sebab itu orang tua .. telah
memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka;

- Bahwa, saatini, anak .. telah masuk dalam kartu keluarga pemohon;

- Bahwa,selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI
Tahun 2025 , dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili di
Minahasa Utara dan pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk
mewakili orang tua .. tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan
saksi dan KTP dari orang tua .. ;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ...

tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan

mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi Penetapan, segala
sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah

sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah pemohon
memohon penetapan untuk menjadi wali dari keluarganya yang bernama .. untuk
keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung

jawab dalam mengikuti seleksi Calon Parjurit TNI Tahun 2025 di Sulawesi Utara ;
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Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu merupakan perkara tanpa sengketa (voluntair) dan
merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui
Pengadilan Negeri, sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri
(Vide: Buku Il Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2

(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dengan keterangan
para saksi serta keterangan Pemohon yang masing-masing ternyata saling
bersesuaian dan berhubungan antara yang satu dengan lainnya, bahwa Pemohon
mempunyai keluarga yang bernama.. yang lahir di Tentena pada tanggal 27 Juni
2005 yang merupakan anak dari keluarga .. dan .. yang berdomisili di Poso yang

akan mendaftarkan diri sebagai Calon Prajurit TNI Tahun 2025 di Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua .. berdomisili dan tinggal di
Morewali Maka untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai Calon prajurit
TNI Tahun 2025 di Sulawesi Utara diperlukan penetapan wali dari Pengadilan, dan
saat ini pemohon dan .. tinggal di Desa watutumou Kecamatan kalawat Kabupaten
Minahasa Utara, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan
diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari keluarganya yang
bernama Satrio Juniar Mosepe, untuk keperluan menandatangani surat-surat,
melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti seleksi
penerimaan Calon prajurit TNI Tahun 2025 di Sulawesi Utara tersebut, dan
Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan
pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya

permohonan pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan,
maka Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan
ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan

Hukum lainnya yang bersangkutan;
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MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pemohon ..sebagai Wali dari anak laki-laki bernama .. lahir di
Tentena, pada tanggal 27 Juni 2005, khusus untuk mengikuti seleksi
Penerimaan Calon prajurit TNI Tahun 2025 di Sulawesi Utara ;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000.-
( Dua Ratus Tiga Puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh NUR
DEWI SUNDARI, S.H.,M.H Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Airmadidi,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Meiwanti Samaun,

S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.dalam persidangan

elektronik
Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
Meiwanti Samaun, S.H. Nur Dewi Sundari, S.H..M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Redaksi dan Materai ............... : Rp 20.000,00;
3. Proses ....cccooceceiiiiiiiiiieeee : Rp125.000,00;
4. PNBP panggilan pertama : Rp 10.000,00;
5. Sumpah ... : Rp 50.000,00;
Jumlah : Rp235.000,00;

(dua ratus tia puluh lima ribu rupiah)
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